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KATA PENGANTAR
Segala puji kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2016.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2016 merupakan bentuk komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Batang dalam membangun sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari  Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Batang yang menggambarkan kinerja seluruh jajaran pemerintahan tentu harus kita tanggapi secara proporsional. Terhadap capaian kinerja yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat harus kita pertahankan dan tumbuhkembangkan. Sementara bagi capaian kinerja sasaran yang belum optimal kita lihat kendala dan hambatan-hambatannya sehingga dapat diperoleh alternatif pemecahannya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2016 ini disusun semoga dapat bermanfaat bagi stakeholders dan instansi terkait lainnya serta penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Batang,       Maret 2017
Plt. BUPATI  BATANG
Sekretaris Daerah,
Drs. NASIKHIN, MH
PERNYATAAN TELAH DIREVIU

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

TAHUN ANGGARAN 2016
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Batang untuk Tahun Anggaran 2016 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Batang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Batang,       Maret  2017
INSPEKTUR 

KABUPATEN BATANG,

Dra. LANI DWI REJEKI, MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19650325 198503 2 008
DAFTAR ISI
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Dengan diberlakukannya Undang-Undang  Nomor  23  Tahun   2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri secara optimal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pemerintah Kabupaten Batang  senantiasa mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat harus mampu dipertanggungjawabkan kepada publik baik jajaran Pemerintah Kabupaten Batang maupun masyarakat umum. Laporan kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Batang  merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari  Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Batang telah melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 60 (enam puluh) SKPD. Seluruh kegiatan tersebut  direncanakan sebagai bagian dari Perjanjian Kinerja tahun 2016 untuk mencapai 26 sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dengan kata lain setiap program/kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (self assessment) atas realisasi pelaksanaan penetapan kinerja tahun 2016, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja 26 sasaran adalah 99,75%, keberhasilan ini dicapai karena dari 26 sasaran strategis yang ditetapkan, 11 (sebelas) sasaran memperoleh tingkat capaian kinerja diatas 100% ke atas (Sangat Baik/Sangat Berhasil), 12 (dua belas) sasaran memperoleh tingkat capaian kinerja antara >75% sampai dengan 100% (Baik/Berhasil), 2 (tiga) sasaran memperoleh tingkat capaian kinerja antara 55% sampai dengan 75% (Cukup Baik/Cukup Berhasil) dan 1 (satu) sasaran memperoleh tingkat capaian kinerja kurang dari 55% (Kurang Baik/Kurang Berhasil). Secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran adalah sebagai berikut :

	No
	Sasaran
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	Capaian

	1
	Meningkatnya profesionalitas aparatur aparatur dan terciptanya perencanaan yang berkualitas
	1.
	Jumlah Kegiatan Bintek (kali)
	2
	1
	50,00

	
	
	2.
	Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD
	100%
	126,62%
	126,62

	
	
	
	
	 
	 
	88,31

	2
	Terwujudnya sinergitas dokumen perencanaan daerah
	1.
	Kesesuaian antara perencanaan program dan pelaksanaan program (%)
	100
	88,31
	88,31

	
	
	2.
	Tersedianya Buku ”Kabupaten dalam angka”
	Ada 
	Ada 
	100,00

	
	
	3.
	Buku ”PDRB Kabupaten”
	Ada 
	Ada 
	100,00

	
	
	4.
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang ditetapkan dengan PERDA
	Ada 
	Ada 
	100,00

	
	
	5.
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA
	Ada 
	Ada 
	100,00

	
	
	6.
	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang ditetapkan dengan PERBUP
	Ada 
	Ada 
	100,00

	
	
	
	
	
	
	98,05

	3
	Meningkatnya layanan dan informasi publik
	1
	Jumlah penyiaran radio/TV lokal (unit)
	5
	3
	60,00

	
	
	2
	Jumlah jaringan komunikasi 
	70
	75
	107,14

	
	
	3
	Jumlah surat kabar nasional/lokal 
	12
	8
	66,67

	
	
	4
	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan 
	12
	12
	100,00

	
	
	
	
	
	
	83,45

	4
	Terciptanya inovasi dan transparansi pemerintah daerah
	1
	Web site milik pemerintah daerah
	25
	20
	80,00

	
	
	2
	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa seperti majalah, radio, dan televisi 
	12
	14
	116,67

	
	
	3
	Peningkatan SDM  pengelola kearsipan 
	4
	2
	50,00

	
	
	
	
	
	
	82,22

	5
	Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama
	1
	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (kali)
	3
	3
	100,00

	
	
	2
	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 
	9,6
	8,8
	91,67

	
	
	3
	Rasio poskamling per desa/kelurahan
	6,54
	5,04
	77,06

	
	
	4
	Jumlah demo
	5
	9
	55,00

	
	
	
	 
	 
	 
	80,93

	6
	Meningkatnya peran partai politik dan organisasi masyarakat dalam proses demokrasi
	1
	Kegiatan pembinaan politik daerah (kali)
	2
	2
	100,00

	
	
	2
	Jumlah LSM
	115
	105
	91,30

	
	
	
	 
	 
	 
	95,65

	7
	Meningkatnya penanaman modal di daerah
	1
	Jumlah realisasi nilai investasi (Milyar Rp)
	139,52
	530,39
	380,15

	
	
	2
	Jumlah perusahaan baru yang berinvestasi di Kab. Batang 
	500
	220
	44,00

	
	
	3
	Jumlah penyerapan tenaga kerja
	1.000
	2.147
	214,70

	
	
	4
	Jumlah ijin usaha yang diterbitkan 
	3.100
	3.132
	101,03

	
	
	
	 
	 
	 
	184,97

	8
	Meningkatnya penyerapan kerja diberbagai sektor
	1
	Tingkat pengangguran Terbuka (%)
	6,68
	4,56
	68,26

	
	
	2
	Pencari kerja yang ditempatkan
	50%
	71,06%
	142,12

	
	
	3
	Keselamatan dan perlindungan
	40%
	50,55%
	126,38

	
	
	
	 
	 
	 
	112,25

	9
	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan bagi kesejahteraan rakyat antara lain melalui revitalisasi pasar tradisional
	1
	Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk
	2
	2
	100,00

	
	
	2
	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)
	16,09%
	12,71%
	78,99

	
	
	3
	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHK)
	16,66%
	14,02%
	84,15

	
	
	4
	Ekspor Bersih Perdagangan 
	65.452.614,02
	53.905.236,66 
	82,36

	
	
	
	 
	 
	 
	86,38

	10
	Meningkatnya kontribusi sektor industri bagi kesejahteraan rakyat serta ramah terhadap lingkungan
	1
	Pertumbuhan Industri (unit)
	10,755
	10,685
	99,35

	
	
	2
	Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB ADHB (%)
	26%
	33,43%
	128,58

	
	
	3
	Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB ADHK 
	27,30%
	32,80%
	120,15

	
	
	4
	Jumlah Unit usaha sentra industri 
	240
	263
	109,58

	
	
	5
	Persentase penanganan sampah (%)
	73,57
	73,57
	100,00

	
	
	6
	Jumlah tempat pembuangan sampah (TPS)
	152
	152
	100,00

	
	
	7
	Jumlah daya tampung TPS
	143,44
	-
	-

	
	
	
	 
	 
	 
	109,61

	11
	Meningkatnya produksi dan kontribusi sektor pertanian bagi perekonomian
	1
	Nilai tukar petani (%)
	100,3
	100,4
	100,10

	
	
	2
	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB
	27
	24
	88,89

	
	
	3
	Cakupan Bina Kelompok Peternak 
	63
	63
	100,00

	
	
	4
	Ketersediaan Lahan Ternak 
	85,19
	85,19
	100,00

	
	
	5
	Penyakit ternak yang tertangani :
	 
	 
	 

	
	
	 
	Jumlah ternak yang disuntik 
	750
	1.500
	200,00

	
	
	 
	Persentase pengobatan (terhadap total populasi sapi)
	3,01
	7,45
	247,51

	
	
	6
	Cakupan bina kelompok pengawas
	330
	300
	90,91

	
	
	7
	Tingkat Konsumsi ikan 
	33
	25,01
	75,79

	
	
	8
	Tingkat Pengelolaan Konservasi
	Dikelola secara minimum
	Dikelola secara minimum
	100,00

	
	
	9
	Cakupan bina kelompok  Tangkap 
	63
	54
	85,71

	
	
	10
	Cakupan bina kelompok Budidaya 
	68
	40
	58,82

	
	
	11
	Cakupan bina kelompok Pengolah dan Pemasar Perikanan (Poklahsar)
	20
	11
	55,00

	
	
	 
	 
	 
	 
	108,56

	12
	Terehabilitasinya lahan hutan yang kritis
	1
	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (ha)
	8
	9,8
	122,50

	
	
	2
	Kerusakan Kawasan Hutan 
	12,7
	4,27
	164,60

	
	
	 
	 
	 
	 
	143,55

	13
	Tersedianya kedaulatan pangan melalui  produksi dan cadangan pangan utama dari sektor peternakan, kelautan dan perikanan
	1
	Populasi Hewan ternak (ekor)
	 
	 
	 

	
	
	 
	-  Sapi Perah
	160
	122
	76,25

	
	
	 
	-  Sapi Potong
	19.000
	20.002
	105,27

	
	
	 
	-  Kerbau
	1.500
	1.518
	101,20

	
	
	 
	-  Kambing
	78.000
	80.090
	102,68

	
	
	 
	-  Domba
	32.500
	33.519
	103,14

	
	
	 
	-  Ayam buras
	752.715
	777.902
	103,35

	
	
	 
	-  Ayam ras
	19.000.000
	13.040.992
	68,64

	
	
	 
	-  Itik
	112.000
	113.679
	101,50

	
	
	2
	Produksi perikanan Tangkap (ton)
	38.000
	38.425
	101,12

	
	
	3
	Produksi perikanan Budidaya (ton)
	3.240,72
	2.988,02
	92,20

	
	
	4
	Ketersediaan pangan utama (ton)
	 
	 
	 

	
	
	 
	-  Beras
	181.951
	135930
	74,71

	
	
	 
	-  Jagung
	44.206
	44705
	101,13

	
	
	5
	Produksi hasil ternak :
	 
	 
	 

	
	
	 
	-  Daging 
	9.750.000
	10.058.982
	103,17

	
	
	 
	-  Telur
	7.000.000
	8.459.116
	120,84

	
	
	 
	-  Susu 
	115.000
	101.510
	88,27

	
	
	6
	Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan 
	100
	100
	100,00

	
	
	7
	Persentase Harga realisasi dan pasokan pangan komoditas pilihan
	100
	100
	100,00

	
	
	8
	Cadangan Pangan Daerah 
	24
	27
	112,50

	
	
	9
	Ketersediaan energi dan protein per kapita
	 
	 
	 

	
	
	 
	-  Energi per kapita
	2.350
	2913
	123,96

	
	
	 
	-  Protein per kapita
	58
	92,14
	158,86

	
	
	10
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) daerah
	84,5
	85,3
	100,95

	
	
	11
	Stabilitas harga dan pasokan pangan 
	100
	100
	100,00

	
	
	12
	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
	100
	100
	100,00

	
	
	13
	Penanganan Daerah Rawan Pangan 
	58
	67
	115,52

	
	
	14
	Produktivitas Padi sawah 
	4,761
	5,108
	107,29

	
	
	15
	Produksi Padi 
	195.273
	216.657
	110,95

	
	
	16
	Produktivitas Jagung 
	6,415
	7,25
	113,02

	
	
	17
	Produksi Jagung 
	45.091
	44.075
	97,75

	
	
	18
	Jumlah Kelompok Tani Binaan 
	884
	865
	97,85

	
	
	 
	 
	 
	 
	102,83

	14
	Meningkatnya perekonomian masyarakat berbasis UMKM
	1
	Persentase koperasi aktif (%)
	73
	66
	90,41

	
	
	2
	Usaha Mikro dan Kecil  (unit)
	101.415
	101365
	99,95

	
	
	3
	Jumlah bank dan cabang 
	70
	63
	90,00

	
	
	4
	Jumlah perusahaan asuransi dan cabang 
	6
	3
	50,00

	
	
	5
	Pertumbuhan PDRB (ADHK)
	5,5-5,6
	5,6
	100,00

	
	
	6
	Laju inflasi
	5±1
	2,24%
	44,80

	
	
	7
	PDRB per kapita ADHK
	4,89
	16,6
	339,47

	
	
	8
	Indeks Gini
	0,304
	0,28
	108,57

	
	
	9
	Indeks Pembangunan Manusia
	73,51
	-
	-

	
	
	10
	Presentase Penduduk Miskin
	11,66
	11,27
	103,46

	
	
	 
	 
	 
	 
	114,07

	15
	Terwujudnya pengembangan sektor pariwisata dan budaya lokal
	1
	Kunjungan Wisata
	441007
	541272
	122,74

	
	
	2
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)
	12
	12
	100,00

	
	
	3
	Obyek Wisata yang ditangani 
	5
	8
	160,00

	
	
	4
	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB ADHB 
	900 juta
	1839
	204,36

	
	
	5
	Jumlah grup kesenian
	550
	540
	98,18

	
	
	6
	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
	1
	1
	100,00

	
	
	7
	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
	317
	320
	100,95

	
	
	8
	Jenis, kelas, dan jumlah restoran 
	90
	90
	100,00

	
	
	9
	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel 
	9
	12
	133,33

	
	
	 
	 
	 
	 
	124,40

	16
	Tersedianya sarana prasarana dan akses penunjang perekonomian
	1
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)
	95
	46,98
	49,45

	
	
	2
	Panjang  jalan Kondisi Baik
	550,55
	320,14
	58,15

	
	
	3
	Panjang Jalan Seluruhnya
	579,53
	681,43
	117,58

	
	
	4
	Panjang Jalan Kab. Dalam Kondisi Baik
	80
	35,1
	43,88

	
	
	5
	Panjang Seluruh Jalan Kab. Didaerah tsb
	450
	552,42
	122,76

	
	
	6
	Persentase Luas irigasi Kab dalam kondisi baik (%)
	83,16
	42,89
	51,58

	
	
	7
	Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik
	18.701
	8.719
	46,62

	
	
	8
	Luas Seluruh irigasi Kabupaten
	22.488
	20.330
	90,40

	
	
	9
	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada
	96,40%
	93,52%
	97,01

	
	
	10
	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per seribu penduduk
	0,21
	0,18
	85,71

	
	
	11
	Rasio rumah layak huni 
	90,5
	89
	98,34

	
	
	12
	Drainase  dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat
	35,33%
	19,48%
	55,14

	
	
	13
	Lingkungan Pemukiman
	24,28
	20
	82,37

	
	
	 
	 
	 
	 
	76,85

	17
	Terwujudnya energi dan penataaan ruang yang teratur
	1
	Ketaatan terhadap RTRW, (%)
	100
	71,17
	71,17

	
	
	2
	Luas Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB (ha)
	14,63
	
	

	
	
	3
	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)
	1,15
	
	

	
	
	4
	Luas wilayah produktif 
	88,16
	75,41
	85,53

	
	
	5
	Luas wilayah industri 
	1,63
	1,48
	90,79

	
	
	6
	Luas wilayah kebanjiran
	0,8
	2,71
	29,5

	
	
	7
	Luas wilayah perkotaan 
	15,88
	14,39
	90,61

	
	
	
	
	
	
	

	18
	Tersedianya perumahan layak huni dan kepemilikan tanah bagi masyarakat
	1
	Rasio Rumah layak huni (%)
	90,5
	89
	98,34

	
	
	2
	Persentase Rumah Tangga bersanitasi (%)
	52%
	55%
	105,77

	
	
	3
	Persentase penduduk yang memiliki lahan
	65,01%
	-
	-

	
	
	4
	Rumah tangga pengguna air bersih
	74,00%
	70,25%
	94,93

	
	
	5
	Lingkungan pemukiman kumuh
	0,18
	0,1
	180,00

	
	
	6
	Persentase pemohon sertifikat
	100%
	91%
	91,20

	
	
	7
	Prona (Program Nasional)
	100%
	100%
	100,00

	
	
	 
	 
	 
	 
	111,71

	19
	Tersedianya sarana perhubungan yang memadai dan transportasi publik yang baik
	1
	Rasio ijin trayek 
	0,66
	0,6
	90,91

	
	
	2
	Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis, (buah)
	 
	 
	 

	
	
	 
	-  PelabuhanLaut
	1
	1
	100,00

	
	
	 
	-  Pel. Lokal
	3
	0
	0,00

	
	
	 
	-  Terminal B
	1
	0
	0,00

	
	
	 
	-  Terminal C
	3
	2
	66,67

	
	
	3
	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 
	0,000847
	0,00084
	99,17

	
	
	4
	Jumlah orang terangkut angkutan umum 
	10.121.397
	9.827.325
	97,09

	
	
	5
	Jumlah orang melalui terminal per tahun 
	689.850
	648.338
	93,98

	
	
	6
	Jumlah arus penumpang angkutan umum 
	10.121.397
	9.827.325
	97,09

	
	
	7
	Jumlah uji kir angkutan umum 
	1.070
	1.078
	100,75

	
	
	8
	Angkutan darat 
	3.540
	4.056
	114,58

	
	
	9
	Kepemilikan KIR angkutan umum 
	540
	539
	99,81

	
	
	10
	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) 
	65
	65
	100,00

	
	
	11
	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum 
	26.000
	26.000
	100,00

	
	
	 
	 
	 
	 
	82,86

	20
	Tertanganinya PMKS melalui bantuan sosial dan pemberdayaan
	1
	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)
	75
	8,62
	11,49

	
	
	2
	PMKS yg memperoleh bantuan sosial (%)
	35
	8,64
	24,69

	
	
	 
	 
	 
	 
	18,09

	21
	Terwujudnya penyelenggaraan KB KS
	1
	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (KK)
	121.184
	            130.298 
	107,52

	
	
	2
	Rata-rata jumlah anak per keluarga 
	2,5
	2,5
	100,00

	
	
	3
	Rasio akseptor KB
	83,00%
	79,94%
	96,31

	
	
	4
	Cakupan peserta KB aktif 
	140.099
	136865
	97,69

	
	
	 
	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB
	82,00%
	68%
	82,93

	
	
	6
	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB
	86,00%
	70%
	81,40

	
	
	7
	Ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 1 PPKBD
	100%
	102%
	102,00

	
	
	 
	 
	 
	 
	95,41

	22
	Terwujudnya administrasi kependudukan yang baik serta penyelenggaraan transmigrasi
	1
	Kepemilikan KTP el (%)
	89
	95
	106,74

	
	
	2
	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
	527
	529
	100,38

	
	
	3
	Pengiriman Transmigran (KK)
	15
	8
	53,33

	
	
	4
	Jumlah KTP el yang diterbitkan per tahun 
	14.723
	54928
	373,00

	
	
	5
	Rasio bayi ber-akta Kelahiran
	0,9
	0,89
	98,89

	
	
	6
	Rasio pasangan berakta nikah 
	100
	100
	100,00

	
	
	7
	Rasio Akta Kematian 
	2,00%
	7,30%
	365,00

	
	
	8
	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten
	Ada
	Ada 
	100,00

	
	
	 
	 
	 
	 
	162,17

	23
	Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga
	1
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, (%)
	1,95
	0,38
	19,49

	
	
	2
	Jumlah kegiatan kepemudaan (kali) 
	6
	5
	83,33

	
	
	3
	Jumlah kegiatan olahraga (kali).
	5
	7
	140,00

	
	
	4
	Partisipasi perempuan di lembaga swasta 
	195.526
	135822
	69,46

	
	
	5
	Rasio KDRT
	0,00%
	0,00%
	100,00

	
	
	7
	Partisipasi angkatan kerja perempuan
	199.299
	139838
	70,16

	
	
	8
	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
	100%
	100%
	100,00

	
	
	9
	Jumlah Organisasi Pemuda 
	15
	15
	100,00

	
	
	10
	Jumlah Organisasi Olahraga
	38
	35
	92,11

	
	
	11
	Jumlah Lapangan Olahraga Tingkat Daerah
	16
	16
	100,00

	
	
	12
	Jumlah Klub Olahraga
	245
	235
	95,92

	
	
	13
	Jumlah Gedung Olahraga
	5
	2
	40,00

	
	
	
	
	
	
	84,21

	24
	Terwujudnya jaminan  penyelengaraan kesehatan masyarakat
	1
	Angka usia harapan hidup (tahun)
	70,99
	74,42
	104,83

	
	
	2
	Cakupan Desa Siaga Aktif (%)
	100
	100
	100,00

	
	
	3
	Kasus Kematian Ibu 
	17
	16
	106,25

	
	
	4
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup
	12
	15,39
	77,97

	
	
	5
	Angka kematian Balita per 1000 kelahiran hidup
	16
	18,98
	84,30

	
	
	6
	Incident rate DBD per 100.000 penduduk
	<20
	95,01
	-275,00

	
	
	7
	Prevalensi penderita kusta per 10.000 penduduk
	<1
	0,51
	149,00

	
	
	8
	Prevalensi kekurangan gizi (Gizi buruk dan gizi kurang)
	10,70%
	6,92%
	135,33

	
	
	9
	Prevalensi Penderita TBC BTA positif per 100.000 penduduk
	77%
	95%
	76,62

	
	
	10
	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten
	100%
	100%
	100,00

	
	
	 
	 
	 
	 
	65,93

	25
	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
	1
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), ( Klp)
	5
	5
	100,00

	
	
	2
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (buah)
	68
	68
	100,00

	
	
	3
	LPM Berprestasi 
	2,4
	2,4
	100,00

	
	
	4
	PKK Aktif 
	98%
	98%
	100,00

	
	
	5
	Posyandu Aktif 
	100%
	100%
	100,00

	
	
	6
	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat 
	6%
	6%
	100,00

	
	
	 
	 
	 
	 
	100,00

	26
	Meningkatnya kualitas pendidikan dan layanan pengembangan SDM
	1
	Angka Melek Huruf (%)
	98
	99,34
	101,37

	
	
	2
	Rata Rata Lama Sekolah (tahun)
	7
	6,81
	97,29

	
	
	3
	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun, (orang)
	183.810
	154.171
	83,88

	
	
	4
	Pengelolaan arsip secara baku (%)
	74,8
	45
	60,16

	
	
	5
	Jumlah perpustakaan daerah
	1
	1
	100,00

	
	
	6
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
	49.375
	52.465
	106,26

	
	
	7
	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini
	66,14
	76,99
	116,40

	
	
	8
	Angka Putus Sekolah
	 
	 
	 

	
	
	 
	Angka Putus Sekolah SD/MI
	0,12
	0,07
	171,43

	
	
	 
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs
	0,12
	0,14
	85,71

	
	
	 
	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA
	0,24
	0,26
	92,31

	
	
	9
	Angka Kelulusan
	 
	 
	 

	
	
	 
	Angka Kelulusan SD/MI
	100
	99,78
	99,78

	
	
	 
	Angka Kelulusan SMP/MTs
	100
	99,9
	99,90

	
	
	 
	Angka Kelulusan SMA/ SMK/ MA
	100
	92,79
	92,79

	
	
	 
	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs
	100
	93,54
	93,54

	
	
	 
	 Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/ SMK/MA
	75,1
	74,15
	98,74

	
	
	10
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 
	80
	84,95
	106,19

	
	
	11
	Angka Partisipasi Kasar
	 
	 
	 

	
	
	 
	Angka Partisipasi Kasar SD/ MI/ Paket A
	104,85
	104,7
	99,86

	
	
	 
	Angka Partisipasi Kasar SMP / MTs / Paket B
	94
	95,36
	101,45

	
	
	 
	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/ MA/ Paket C
	52,25
	67,28
	128,77

	
	
	12
	Angka Pendidikan yang ditamatkan penduduk
	 
	 
	 

	
	
	 
	-  Jenjang SD/Sederajat
	50,12
	39,98
	79,77

	
	
	 
	-  Jenjang SMP/Sederajat
	18,12
	15,95
	88,02

	
	
	 
	-  Jenjang SMA/Sederajat
	9,2
	11,69
	127,07

	
	
	13
	Angka Partisipasi Murni
	 
	 
	 

	
	
	 
	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A
	94,16
	94,06
	99,89

	
	
	 
	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Paket B
	80,68
	80,69
	100,01

	
	
	 
	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/ MA/ Paket C
	47,89
	48,3
	100,86

	
	
	 
	 
	 
	 
	101,26

	Rata-rata Capaian IKU
	
	
	99,69


Berdasarkan pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja tahun 2016 termasuk dalam kategori Baik/Berhasil, namun mencermati hasil analisis masih terdapat kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Adapun beberapa permasalahan dalam pencapaian kinerja antara lain sebagai berikut :
1. Belum adanya mekanisme pengumpulan data kinerja yang baik sehingga proses pengukuran kinerja belum sepenuhnya berjalan dengan baik, akibatnya kurang  mampu menjadi umpan balik dalam mengevalusi capaian kinerja atas kebijakan dan program yang dilakukan.

2. Belum optimalnya perumusan sasaran selaras dengan kegiatan dan program, dan belum tepatnya perumusan indikator kinerja sebagai tolok ukur untuk mengetahui capaian kinerja yang sebenarnya, serta beberapa indikator juga belum menyajikan penentuan target secara tepat. 

3. Belum sepenuhnya terjadi sinergitas dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat antara pemerintah, pemerintah provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah kabupaten Batang, sehingga masih terdapat beberapa sasaran yang tingkat pencapaian indikator kinerjanya kurang optimal.

4. Kurang seimbangnya anggaran yang tersedia jika dibandingkan dengan anggaran yang dibutuhkan. Alokasi anggaran yang tersedia masih lebih banyak terserap untuk komponen belanja yang ditujukan belanja aparatur dan administrasi perkantoran, sementara belanja yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi kurang proporsional.

5. Masih terjadi kesenjangan antara kebutuhan kompetensi guna pelaksanaan tugas dengan kompetensi yang dimiliki aparatur. Hal ini mengakibatkan kurangnya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

6. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan sering tidak berhasil secara optimal dan kurang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

Untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang, maka langkah-langkah untuk peningkatan kinerja antara lain :

1. Perlu dibangun mekanisme pengumpulan data kinerja yang baik sehingga proses pengukuran kinerja dapat berjalan baik serta mampu menjadi umpan balik dalam mengevalusi capaian kinerja atas kebijakan dan program yang dilakukan.

2. Perlu adanya penyelarasan dalam perumusan sasaran, perumusan indikator kinerja dengan program dan kegiatan. Disamping itu, indikator juga diupayakan dapat menyajikan penentuan target secara tepat sehingga mampu menggambarkan capaian kinerja yang senyatanya.
3. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan dengan mendasarkan pada skala prioritas yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Renstra yang telah disusun dan disepakati bersama.

4. Meningkatkan koordinasi dan hubungan kerja antar SKPD dan juga instansi-instansi di tingkat Provinsi dan pusat guna membangun sinergitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan semua urusan pemerintahan.

5. Meningkatkan kompetensi dan responsibilitas aparatur melalui pendidikan, pelatihan dan upaya-upaya lain, sehingga diharapkan segala permasalahan yang timbul, dapat segera direspon secara cepat dan akurat tanpa menimbulkan permasalahan baru.
6. Meningkatkan pendekatan kepada masyarakat dengan mensosialisasikan setiap  program dan kegiatan serta dengan meningkatkan  transparansi dan akuntabilitas kinerja sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah semakin meningkat. 
Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan tingkat partisipasi masyarakat akan semakin meningkat.
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